
Rincian RPMK Tahun 2026 Data per 1 Juli 2026

1. RPMK tentang Perubahan Kedua atas PMK 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang 
Ditentukan Penggunaanya

2. RPMK tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (pengganti
PMK 19/2023 dan PMK 16/2024)

3. RPMK tentang Pengelolaan DBH Perkebunan Sawit (pengganti PMK 91/2023)
4. RPMK tentang Penggunaan DBH DR (pengganti PMK 55/2024)
5. RPMK tentang Penglolaan DBH dan DAU (pengganti PMK 67/2024)
6. RPMK  tentang Penggunaan DBH CHT (pengganti PMK 72/2024)
7. RPMK tentang Rincian Alokasi DBH CHT TA 2026 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota
8. RPMK tentang Pengelolaan DAK Fisik (Pengganti PMK No. 25 Tahun 2024)
9. RPMK tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok
10.RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih 
11.RPMK tentang Pengelolaan Dana Desa TA 2026
12.RPMK tentang Pemberian Pinjaman Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Fiskal Nasional yang Bersumber Dari Dana Lembaga Keuangan Bank Atau 

Lembaga Keuangan Bukan Bank
13.RPMK tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2025 tentang Kebijakan Transfer ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi 

Nasional Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026 untuk Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi Pascabencana Alam 
di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat

1

RPMK Selesai Diundangkan dan RKMK Selesai Ditetapkan

RKMK tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan
Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil sampai dengan Tahun Anggaran 2024 Bagi Daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan
Provinsi Sumatera Barat

Rincian RKMK Tahun 2026



Posisi TerkahirUICJudulNo.

Selesai.
PMK No.2 Tahun 2026, diundangkan tgl 9 Februari 2026DTURPMK tentang Perubahan Kedua atas PMK 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan

Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaanya1.

Selesai
PMK No 30 Tahun 2026, diundangkan tanggal 22 Mei 2026DTURPMK tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan secara Nontunai

melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility (pengganti PMK 19/2023 dan PMK 16/2024)2.

Selesai.
PMK No 10 Tahun 2026, diundangkan tgl 6 Maret 2026DTURPMK tentang Pengelolaan DBH Perkebunan Sawit (pengganti PMK 91/2023)3.

Selesai.
PMK No 16 Tahun 2026, diundangkan tgl 1 April 2026DTURPMK tentang Penggunaan DBH DR (pengganti PMK 55/2024)4.

Selesai.
PMK No 35 Tahun 2026, Diundangkan tanggal 25 Mei 2026DTURPMK tentang Penglolaan DBH dan DAU (pengganti PMK 67/2024)5.

Selesai.
PMK No 22 Tahun 2026, diundangkan tangal 24 April 2026DTURPMK tentang Penggunaan DBH CHT (pengganti PMK 72/2024)6.

Selesai
PMK No. 12 Tahun 2026,DTURPMK tentang Rincian Alokasi DBH CHT TA 2026 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota7.

Selesai
PMK No. 25 Tahun 2026, Diundangkan 29 April 2026DTKRPMK tentang Pengelolaan DAK Fisik (Pengganti PMK No. 25 Tahun 2024)8.

Selesai
PMK No. 26 Tahun 2026PDRDRPMK tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok9.

RPMK yang diusulkan dalam Program Perencanaan 2026 (Telah Selesai)



Posisi TerkahirUICJudulNo.

Selesai
PMK 15 Tahun 2026DDIOKKRPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam Rangka

Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih
1.

Selesai
PMK 7 Tahun 2026DDIOKKRPMK tentang Pengelolaan Dana Desa TA 20262.

Selesai
PMK 11 Tahun 2026P2DRPMK tentang Pemberian Pinjaman Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Kebijakan Fiskal Nasional

yang Bersumber Dari Dana Lembaga Keuangan Bank Atau Lembaga Keuangan Bukan Bank
3.

Selesai
PMK 29 Tahun 2026DTU

RPMK tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2025 tentang
Kebijakan Transfer ke Daerah dan Pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional Daerah Tahun Anggaran
2025 dan Tahun Anggaran 2026 untuk Percepatan Penanganan Darurat, Rehabilitasi, dan
Rekonstruksi Pascabencana Alam di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera
Barat

4.

RPMK yang diusulkan di Luar Program Perencanaan 2026 (Telah Selesai)

RKMK yang diusulkan di Luar Program Perencanaan 2026 (Telah Selesai)

Posisi TerkahirUICJudulNo.

Selesai

KMK 59 Tahun 2026
DTU

RKMK tentang Penyesuaian Rincian Alokasi dan Penyaluran Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum,

dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 dan Penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil

sampai dengan Tahun Anggaran 2024 Bagi Daerah Tertentu di Wilayah Provinsi Aceh, Provinsi

Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat

1.


